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MOTTO 

 

“ Jangan biarkan hanya pusara yang menjadi bukti terakhir 

keberadaan kita di dunia fana ini, maka sempatkanlah tinta emas 

penamu menorehkan karya karya imajinasi dan pikirmu turut 

menghiasi sejarah keberadaanmu di dunia ini, biar generasi 

berikutnya lebih mengerti akan arti penting hidup yang bermakna 
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KATA PENGANTAR 

 

Tiada kata yang lebih pantas penulis ucapkan, selain ucapan 

syukur Alhamdulillah atas terselesaikannya buku ini.  

Buku ini merupakan hasil revisi dari tulisan tesis pasca 

sarjana penulis yang berjudul “Implementasi UU Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi terhadap Pekerja perempuan 

di Kawasan Industri Makassar) pada tahun 2010. 

Buku ini penulis tujukan untuk dijadikan bahan referensi 

/bahan bacaan perkuliahan hukum khususnya Hukum 

Ketenagakerjaan yang merupakan hukum modern dan 

berkembang terus dan selalu menjadi sorotan publik seiring 

dengan kemajuan industrialisasi dan pembangunan ekonomi 

modern. Masalah ketenagakerjaan bahkan sering menjadi bahan 

perbincangan publik di mana sebagian masyarakat Indonesia 

hidup dan bekerja untuk menghasilkan di bidang pekerjaan 

informal atau pekerja informal di sektor lapangan kerja industri di 

mana di dalamnya sering terjadi konflik kepentingan antar pihak 

pihak yang terlibat dalam dunia industri. 

Dalam buku ini penulis mengulas panjang lebar sejauh 

mana ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja sektor 

informal secara umum dan secara khusus perlindungan hukum 

terhadap pekerja perempuan yang bekerja di kawasan industri. 

Pada bagian akhir bahasan buku ini penulis mengulas pula 

perbedaan antara ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2013 dengan  

Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap para pekerja dan terkhusus bagi pekerja 

perempuan. 

Penulis berharap buku ini dapat menjadi salah satu bahan 

referensi yang dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berminat 

membacanya bagi perkembangan pengetahuan hukum dan 

kesadaran hukum pembacanya, aamiin. 

Dalam penyelesaian buku ini, banyak pihak yang telah 

memberikan sumbangsinya yang tidak bisa penulis ucapkan satu 

persatu. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis menghaturkan 
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banyak terima kasih, semoga Allah SWT memberikan kebaikan 

bagi kita semua, aamiin. 
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BAB 

1 

 

 

Dalam konsepsi dan pelaksanaan pembangunan, sering 

ditemukan permasalahan yang merupakan dua kutub yang 

bertentangan yaitu antara pertumbuhan ekonomi dan sumber 

daya manusia. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu 

negara, maka sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, pada semua sektor pembangunan. Untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, sangatlah penting 

didukung oleh tenaga kerja/sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, 

memiliki tenaga kerja yang sangat banyak (labour surplus 

economy). Tahun 2021, jumlah tenaga kerja di Indonesia yang 

telah bekerja tercatat   131 juta orang dari jumlah angkatan kerja 

sebesar 139,81 orang hingga bulan Februari 2021. Lebih dari 

setengah di antaranya yakni 78,14 adalah merupakan pekerja 

informal BPS, November 2021). Berdasarkan  data statistik (BPS 

Th 2019) tercatat ada 48,75 juta orang. Terdapat fakta bahwa 

proporsi angkatan kerja perempuan  peningkatannya 4 persen 

pertahun sedangkan angkatan kerja laki-laki menurun 5 persen 

pertahun.   Tapi di tahun  2019 proporsi pekerja perempuan 

menurun akibat pandemi. Di antara pekerja perempuan 

tersebut, kebanyakan berlatar belakang pendidikan pada 

tingkat pendidikan dasar yang terserap  pada sektor  industri 

sebesar 4,3 persen setiap tahunnya.  Data ini menunjukkan 

bahwa  peran perempuan dalam pekerjaan di sektor formal 

PENDAHULUAN 
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A. Konsep Negara Hukum yang Demokratis 

Konsepsi negara hukum lahir dan berkembang seirama 

dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia, karena itu 

walaupun konsep negara hukum dianggap universal, pada 

tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik yang 

beragam yang dipengaruhi oleh situasi kesejarahan, falsafah 

bangsa,  dan lain-lain.  Dengan dasar ini secara historis dan 

praktis, konsep negara hukum tumbuh dalam berbagai model, 

seperti negara hukum berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah atau 

nomokrasi Islam, negara hukum berdasarkan konsep Eropa 

Kontinental yang dikenal dengan “rechtsstaat”, negara hukum 

yang berdasar konsep Anglo Saxon yang dikenal dengan “rule 

of law”,  konsep negara hukum “socialist legality”, dan konsep 

negara hukum Pancasila (Ridwan HR dalam Marwati Riza: 

2009). 

Menurut Marwati Riza (2009:33), bahwa: Sejarah 

pertumbuhan negara hukum lahir dan tumbuh dari 

perkembangan dan pemikiran umat manusia yang sejalan 

dengan perkembangan kesejahteraan umat manusia itu sendiri, 

karena itu asumsi dan berkembangnya suatu negara hukum 

didasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. 

Dari pendapat tersebut di atas, diperoleh gambaran 

bahwa konsep negara hukum berlaku secara universal, karena 

disesuaikan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang 

akhirnya menyebabkan konsep dan persepsi negara hukum 

muncul dengan berbagai model dan tipologinya. 

TEORI HUKUM 
PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP 
PEKERJA PEREMPUAN 



60 
 

BAB 

3 

 

 

A. Larangan diskriminasi terhadap pekerja perempuan  

Hukum sejatinya diciptakan untuk kepentingan 

manusia. Di dalam dunia modern, perundang-undangan 

diperlukan karena kehidupan sudah sedemikian kompleksnya 

sehingga membutuhkan panduan yang jelas, untuk itulah, 

undang-undang diperlukan. Kendati demikian, menurut 

Satjipto Raharjo (2008), memahami dan menerima undang-

undang sebagai sesuatu yang final adalah kesalahan besar, 

pendapat ini ada benarnya karena tidak semua undang-undang 

dalam proses pembuatannya serta substansi yang 

dikandungnya sudah memenuhi tujuan pembuatan sebuah 

hukum yang ideal yang oleh Satjipto Raharjo penerimaan 

terhadap undang-undang seperti ini adalah sebuah kesalahan 

besar karena ‘cacat undang-undang adalah sebuah 

kemungkinan besar yang dapat terjadi’. 

Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, sejak diundangkan tanggal 12 Maret 2003 dengan 

lembaran negara No. 39 Tahun 2003 dan TLN No.4279. Dengan 

keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-1/2003 

yang dibacakan hari Kamis tanggal 28 Oktober 2004, telah 

menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan dengan 

alasan di antaranya adalah bahwa penyusunan  undang-

undang ketenagakerjaan tersebut disusun dengan melanggar 

prinsip-prinsip dan prosedur pembuatan sebuah undang-

undang yang semestinya, seperti tidak melalui naskah 

akademis serta substansinya bertentangan dengan UUD 1945 

SUBSTANSI HUKUM 

PERLINDUNGAN 

TERHADAP PEKERJA 

PEREMPUAN 
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A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan terdahulu, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Secara substansi , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003   

tentang  Ketenagakerjaan telah memberikan  perlindungan 

hukum yang memadai  bagi pemenuhan  hak-hak  normatif 

pekerja perempuan yang berstatus  PKWTT di perusahaan, 

tetapi bagi pekerja perempuan  yang berstatus PKWT 

belum diberikan pengaturan perlindungan hukum yang 

jelas  mengenai hak-hak  normatif mereka, karena adanya 

ketentuan  Ketenagakerjaan pada Pasal   56 sampai Pasal 66  

yang mengatur tentang Pekerja kontrak dan  outsourcing  

yang sama sekali tidak memberikan  perlindungan bagi 

pekerja pada umumnya dan pekerja  perempuan pada   

khususnya di perusahaan.     

2. Secara substansial, walaupun ketentuan  Ketenagakerjaan 

dalam UU Nomor 13 tahun 2003   masih mengandung pasal 

pasal yang tidak konsen  terhadap perlindungan bagi 

pekerja tapi masih lebih baik dan lebih melindungi pekerja  

perempuan dari pada UU Omnibus law khususnya dalam 

memberikan perlindungan  kepada pekerja perempuan, 

terbukti dari  ketentuan pasal pasal perlindungan terhadap 

pekerja perempuan dalam UU yang baru ini tidak  satu pun 

yang merumuskan perlindungan kepada pekerja 

perempuan seperti cuti haid, cuti hamil,  cuti menyusui dan 

PENUTUP  
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2. Buku Antologi NonFiksi dengan judul “ Suka Duka 

Mengajar Masa Pandemi  

3. Buku Antologi Fiksi dengan judul  “Kisah Kisah  Masa 

Pandemi “  

Karya  karya buku tunggal (referensi) antara lain : 

1. Upacara Tradisional Maudu Lompoa di Cikoang  

2. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan  di 

kawasan Industri . 

3. Modul Ajar PPKN Kls X Fase E untuk Program Sekolah 

Penggerak. 
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4. Modul Ajar Projek P4 tema Bhinneka Tunggal Ika 

untuk Sekolah Penggerak Fase E 

5. Karya Karya  PTK baik yang dibiayai proyek 

Peningkatan mutu guru oleh DIkdasmen maupun atas 

inisiatif penulis sendiri. 

 

 


